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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 643/Pdt.G/2014/PA.Slw.

DEMI KEADILAN

 BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu 

pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara 

Cerai Gugat, antara:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan MTS, 

pekerjaan Office Girl, bertempat tinggal di RT.XX RW.XX 

Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal, sebagai 

Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan  

Buruh, dahulu bertempat tinggal di RT.XX RW. XX 

Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten  Tegal, , 

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugatdan saksi-saksi;

Setelah mempelajari dengan seksama semua bukti yang diajukan dalam 

persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 04 Maret 2014 

yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan nomor 643/

Pdt.G/2014/PA.Slw.  tanggal 04 Maret 2014, telah mengemukakan hal-hal 

sebagai  berikut; 

SALINAN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada 

tanggal 16 Agustus 2013 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah 

Nomor : 667/120/VIII/2013 tertanggal 16 Agustus 2013);

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/

sighot ta'lik talak;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup 

bersama tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tanjungharja, 

Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal selama kurang lebih 4 hari, belum 

berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (Qobladukhul):

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal 

sudah tidak berjalan rukun dan harmonis, yang mana rumah tangga mulai 

sering terjadi perselisihan terus-menerus yang disebabkan perihal 

pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi karena 

perjodohan antara orang tua masing-masing; 

5. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2013 Tergugat pergi meninggalkan 

Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di Kelurahan 

Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal hingga saat ini antara 

Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 6 bulan 2 minggu dan 

selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul 

bersama lagi:

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat 

perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa 

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan 

karenanya Penggugat mengajukan peceraian karena telah sesuai dengan 

maksud Pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan (g) 

Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua 

Pengadilan Agama Slawi Cq. Majlis Hakim yang memeriksa dan mengadili 

perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap 

Penggugat (PENGGUGAT).

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan baik 

Penggugat maupun Tergugat telah datang menghadap secara pribadi di 

persidangan; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua 

belah pihak berperkara dan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, 

sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1), (3) dan (5) PERMA Nomor 1 Tahun 

2008, Majelis Hakim berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak berperkara 

telah menunjuk Drs.FAHRUDIN,M.H., selaku mediator, untuk melaksanakan 

mediasi;

Menimbang bahwa Mediator yang bersangkutan, telah memberikan 

laporan secara tertulis tertanggal 09 Mei 2014 yang menyatakan bahwa, upaya 

mediasi yang dilakukannya tidak berhasil. Oleh karena itu persidangan 

dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum selanjutnya dibacakan gugatan 

Penggugat dan Penggugat tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah 

memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Penggugat telah 

mengakui dan membenarkan semua dalil gugatan Penggugat:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat 

telah mengajukan alat bukti berupa : 

I. Bukti Tertulis

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor  3328155606890001 tanggal 

19-09-2011,  atas nama Penggugat. Bermeterai cukup dan telah 

SALINAN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia
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dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi 

tanda P.1;

2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 667/120/VII/2013  Tanggal 16 

Agustus 2013   yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Kramat Kabupaten  Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. 

Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;

II. Bukti Saksi

1. SAKSI I, umur 36  tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat 

tinggal di RT.XX RW. XX Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal, 

yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai 

berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah 

tetangga Penggugat;

- Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat, mereka menikah pada 

tahun 2013;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di 

rumah orang tua Penggugat selama 4 hari;

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal  dimana Tergugat telah 

pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat 

sendiri di Kelurahan Margadana;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat 

telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 20 Agustus 2013 sampai 

dengan sekarang tidak pernah kembali kepada Penggugat;

- Bahwa penyebabnya karena pernikahan antara Penggugat dan Tergugat 

terjadi karena di jodohkan;

- Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak memberikan 

nafkah atau harta yang di tinggalkan untuk biaya kehidupan Penggugat;

- Bahwa  Penggugat dengan Tergugat sudah dirukunkan oleh keluarganya 

namun tidak berhasil;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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2. SAKSI II, umur 27  tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, bertempat 

tinggal di RT.XX RW. XX Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal, 

yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai 

berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah 

keponakan  Penggugat;

- Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat, mereka menikah pada 

tahun 2013;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di 

rumah orang tua Penggugat di RT.XX RW. XX Desa XXXX, Kecamatan 

XXXX, Kabupaten Tegal;

- Bahwa saksi tahu, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat 

sekarang sudah pisah tempat tinggal  di mana Tergugat telah pergi 

meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat 

sendiri di RT.XX RW. XX Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota  

Tegal;

- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan 

sekarang sudah 6 bulan lebih tidak pernah kembali kepada Penggugat;

- Bahwa penyebabnya karena pernikahan antara Penggugat dan Tergugat 

terjadi karena di jodohkan;

- Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak memberikan 

nafkah atau harta yang di tinggalkan untuk biaya kehidupan Penggugat 

dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

- Bahwa  Penggugat dengan Tergugat sudah dirukunkan oleh keluarganya 

namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat 

menyatakan menerima dan tidak keberatan.;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan 

yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatannya. Begitu juga 

Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya 

SALINAN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
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Tergugat tetap pada dalil jawabannya. Serta kedua belah pihak menyatakan 

tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon agar perkaranya 

segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka 

Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara 

persidangan perkara ini yang kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan 

menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; 

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana diuraikan diatas; 

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara 

perlu diteliti terlebih dahulu, apakah perkara aquo termasuk dalam yuridiksi  

Pengadilan Agama atau bukan dan apakah Penggugat mempunyai legal 

standing atau tidak untuk mengajukan perkara aquo;

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti P-1, Penggugat (PENGGUGAT), 

beragama Islam dan perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka 

sesuai dengan ketentuan penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf a point (9) 

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang 

Nomor 7 Tahun 1989  tentang Peradilan Agama, perkara aquo termasuk dalam 

kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-1 pula, Penggugat 

(PENGGUGAT), berdomisili di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten 

Tegal, dengan demikian Penggugat berada di wilayah hukum Pengadilan 

Agama Slawi dan oleh karenanya perkara aquo termauk dalam kewenangan 

relative Pengailan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, diperoleh fakta bahwa antara 

Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, karenanya 

Penggugat mempunyai kapasitas (legal standing) untuk mengajukan gugatan 

cerai terhadap Tergugat ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
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Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 130 H.I.R. jo. pasal 82 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang 

telah diubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang 

Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin 

mengupayakan perdamaian, agar kedua belah pihak berperkara dapat rukun 

kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1), (3) dan (5) 

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, terhadap perkara aquo 

telah dilakukan upaya mediasi dengan menunjuk Drs.FAHRUDIN,M.H. selaku 

mediator, namun upaya mediasipun tidak membuahkan hasil;

Menimbang bahwa dari gugatan Penggugat pada pokoknya dapat 

disimpulkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap 

Tergugat dengan alasan karena, sejak awal pernikahan tidak pernah berjalan 

rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan 

pernikahan mereka dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Sehingga antara 

Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan layaknya suami 

isteri (qobla dukhul);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah 

memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat telah mengakui dan 

membenarkan semua dalil gugatan Penggugat dan Tergugat tidak keberatan 

bercerai dengan Penggugat;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR bahwa, 

pengakuan cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui dan membenarkan 

semua dalil gugatan Penggugat, akan tetapi karena alasan perceraian (alasan 

pertama) yang didalilkan oleh Penggugat karena adanya perselisihan dan 

pertengkaran yang terus-menerus sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi 

Hukum Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor  9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis 

SALINAN

Disclaimer
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Hakim perlu mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat 

dengan Penggugat dan Tergugat  yaitu ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang 

saksi yaitu SODIKIN bin MAKDUM dan MUJAHIDIN bin SILAHUDIN ;

Menimbang, bahwa saksi (SAKSI I) dan (SAKSI II) pada pokoknya 

menerangkan  bahwa,  saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat 

dan Tergugat pada saat sekarang ini sudah pisah tempat tinggal. Tergugat 

telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya. 

Penyebabnya karena pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dijodohkan. 

Sejak 20 Agustus 2013  sampai sekarang Tergugat sudah pergi meninggalkan 

Penggugat dan sudah tidak memberikan nafkah serta tidak memperdulikan lagi 

Penggugat;

Menimbang bahwa kedua saksi juga menerangkan bahwa pihak keluarga 

telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, pengakuan 

Tergugat, saksi-saksi keluarga serta bukti-bukti yang lainnya Majelis Hakim 

telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar suami isteri yang telah 

menikah secara sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Kramat Kabupaten  Tegal  pada tanggal 16 Agustus 

2013;

2. Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak 20 

Agustus 2013 sudah tidak bersatu lagi.  Penggugat dan Tergugat hanya 

hidup bersama selama 4 (empat) hari dan itupun selama waktu tersebut 

belum melakukan hubungan layaknya suami isteri (qobla dukhul);

3. Bahwa pada saat sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah 

tempat tinggal/ tidak berkumpul lagi kurang lebih sudah 6 bulan lebih 

lamanya;

4. Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan kedua belah pihak 

berperkara, baik  melalui keluarga sebelum perkara ditangani Majelis Hakim 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

maupun oleh Majelis Hakim di persidangan dan Mediator ternyata selalu 

gagal;

5. Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras 

ingin bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta  adanya perselisihan dan 

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak 20 

Agustus 2013, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan 

pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan 

dan pertengkaran yang terus-menerus sebagaimana yang dimaksud di dalam 

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf 

f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadinya pisah tempat 

tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung kurang lebih 

6 bulan lebih lamanya dan telah diupayakan perdamaian terhadap Penggugat 

dan Tergugat, baik oleh keluarga masing-masing pihak dan Majelis Hakim 

namun selalu gagal, serta Penggugat juga tetap bersikeras pada pendiriannya 

untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa 

antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun 

kembali dalam suatu rumah tangga (Onheil baar tweespalt); 

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-

menerus dan tidak adanya harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup 

rukun kembali dalam rumah tangga (Onheil baar tweespalt), maka Majelis 

Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah 

pecah sedemikian rupa (marriage breakdown), karena telah hilang ikatan batin 

antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan 

Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan 

dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, menceraikan 

Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat dan jika kedua 

belah pihak tetap disatukan dalam ikatan perkawinannya dikhawatirkan akan 
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timbul kerusakan yang lebih besar dari pada mendatangkan manfaat. Hal ini 

sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi: 

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga 

kemaslahatan” 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 

atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan 

hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf  f  Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f  Kompilasi Hukum Islam, oleh karena 

itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

 Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah 

bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da dukhul) dan belum pernah 

bercerai, maka berdasarkan ketentuan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak 

yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughro;

Menimbang, bahwa oleh Karena gugatan Penggugat  untuk bercerai 

dengan Tergugat telah dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 84 

ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama yang telah dirubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perlu diperintahkan kepada Panitera 

Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan yang telah 

berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai, kepada Kantor Urusan Agama 

kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat Penggugat dan Tergugat menikah, 

untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka 

sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 

tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul 

dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;
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Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku 

serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap 

Penggugat (PENGGUGAT);

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan  

salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya 

meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai 

Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat 

dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini 

sebesar Rp.301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis 

Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014  M. 

bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1435 H., oleh Drs. H. ACEP SAIFUDDIN, 

S.H., M.Ag. Wakil Ketua Pengadilan Agama slawi yang ditunjuk oleh Ketua 

Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. NURSIDIK, M.H. dan Drs. 

H. SUHARTO, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari 

itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis 

tersebut, dengan didampingi oleh UMARDHANI,SHI sebagai panitera 

Pengganti dengan dihadiri oleh  Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;                                 

Ketua Majelis

TTD.

Drs. H. ACEP SAIFUDDIN, S.H., M.Ag.

   Hakim Anggota,        Hakim Anggota,        

     TTD.                                                                                TTD.

   Drs. NURSIDIK, M.H..                              Drs. H. SUHARTO, M.H.

Panitera Pengganti,
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TTD.td

                  UMARDHANI,SHI

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp.     30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara Rp.     50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp.   210.000,-
4. Redaksi Rp.       5.000,-
5. Materai Rp.       6.000,-
    Jumlah                 Rp.   301.000,-

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Slawi

                                                                                Dra.Hj.Alfiyah Ma’shum
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